
WALIKOTA PALANGKA RAYA 
PROVINS! KALIMAN'J'/\N TENGAH 

PP.~/\TURAN WALIKOTA P/\LANGKA RAYA 

NOMOR 2~ TAHUN '..!021 

TENTANG· 

PENYELENGGARMN U,JI BERKALA KENDARI\AN BERMOTOR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMJ\T TUHAN Y/\NG MAHA ESJ\ 

W/\L!KOTA PALANOKA RAY/\, 

a . bahwa untuk membcrikan jaminan keselamatan kepada 
masyarakat scrta untuk mencegah te1:iadinya 
pe11cemar:m lingkungan akibat penggunaan !{endaraan 
bcrmotor di jalan, Pcmerintah Kot.:1 Palangka Raya se:,;uai 
kewenangannya menyelenggarakan pelayanan Pengujian 

Kendaraan Bermotor bagi sctiap kendaran bermotor yang 

diopcrasikan di jalan; 

b . bahwa berdasarkan pert.irnbangan sebagaimana 

riimak1>t1d pada huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Penyelenggaraan Uji I3erkala 
Kcndaraa.t1 Bermotor; 

l. Undang-Undang Nomor 
Pembentukan Kotapradja 

5 Tahun 1965 tcntang 
Palangka Raya (Lembanin 

Neg.u-a Repub1ik lncioncsia Tahun 1965 Nomor '18, 

Tambahan Lembaran Negara l<cpublik Indonesia 

NomOI'2753); 
2. Un<lang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tcntang La.Ju 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembarari 
Negara Repuhlik Indonesia Non1or 5025) sebagaimana 
tclah diubah dengan Undung-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negam Republik Indonesia Nomor 6573); 
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3 . Undang-U11dang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang 
Pembentukan Peraturan 

(Lembaran Negara Republik 

Peru ndang-undangan 
Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8'.2, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5234) sebagaimana tel~ih diuhah 
dengan Undang-Uncfang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 
tentang Pembenluka.n l'craturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik 1!1donesia Tahun 20 19 
Nomor 15, Tnmbahan Lemba.ran Negara Republik 

Tndonesia Nomor 6398); 
4 . Undang-Unda..ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintaha.n Da.erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahai1 Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Nomor 5587), sebagaimana 
diubah beberapa kali tera.khi r dengan Un<lang-Undang 
Nomor 9 Tahun 20 15 Lenlai1g Perubahan Kedua At.as 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun '.201 4 t.entang 
Pemerinwhan Daerah (Lembai·an Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara l:<epublik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T8hun 2012 Lenta..ng 
Kendaraan (Lembaran Negnrn Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 120, Tambaha..n Lcmbaran Negara Repuhlik 
Indonesia Nomor 5317) sebagaima.na telah diubah 
dengan Pernturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 
tentang Penyclenggaraa.n Bidang Lalu Linra.s dan 
angkutan Jala..n (Lembaran Negaru Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembai-ai1 Negara 

Republik Indonesia Nomor 6642); 
6. Perat1.nai1 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Rarang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia. 

Nomor 5533); 
7 . Peratura.n Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang 

Pera.ngkat Daerah (Lembarun Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan Lembai·an Negara 
.Republik Tncionesia Nomor 5887) sebaguimana Lelah 
diubuh dengan Perattiran Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang l'crubahan Atas Pera.tura.n Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Ta..mbahan Lemharan Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6402); 
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8 . Pera Lu nm Menteri Dalan1 Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentuka.n Produk Hukum Da.erah (Rerita 

Negara Rcpi1blik lndonesia Tahun 201 ;; Nomor 32) 

sebugaimana tela.h diubah dcngan Peraturan Menreri 

D:::i l:::im Negeri Nomor 120 Tahun 2018 te11ta.ng 

Pcrubahan atas Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 20 15 ten tang Pembent.ukan Produk Hukum 

Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
9 . Peraturan Mcntcri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 

tentai1g Pengujian Berkala Kendaraa.n Bcrmotor (Belita 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1296); 

10. Pernturan Menteri Pcrhubungan Nomor l56 Tahun 20 16 

tcntang Komperensi Pengujian Berka.la Kenda.ra.a.n 

Hermotor (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 17 

;--Jomor 37) ; 

11. Peraturan Daernh Kota Pala.ngka. Ra.ya Nomor 3 Tahun 

20 18 ten tang Retribusi Da.cra.h (Lembaran Daerah Kota 

Pala.ngka Raya Tahun 2018 Nomor 3); 

12. Peraturnn Daerah Kota Pala.ngka Raya Nomor 6 Tahun 

2019 ten tang Organisasi chm Tata Kerj a Pcra.ngka.t 

Dacrah Kota Pala.ngka Raya (Lembaran Dacrah Kota 

Palangka Raya Taliun 2015 Nomor 6., Tamhahan 

Lembaran Dacrah Kota Palangka Raya Nomor 2); 

1 :-1 . Peraturan Dacrah Kota Pala.nglrn Raya Numor 2 1 Tal1un 

20 19 tentang Pcmbcntukai1 Produk Hukum Dacral1 

(Lembaran Daera.h Kota Palangka Ra.ya Tahun 2015 

Nomor '.2 1, Ta.mballan Lembaran Dacra.h Kata Palangka 

Raya Nomor 16); 

MEMUTUSMN: 

PERATURAN W1\LJKOTA TENTANG PENYELtNGGARAAN 

UJI BERKALA KENDARJ\i\N BERMOT()R 

81\B 1 

KETENTUAN UMUM 

Pa.Sal 1 

Dalam Peratura.n Walikota ini yang dimaksuct dengan : 

l. Daerah adalah Kota Palangka Raya. 
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2. Pemerintah Daerah adalah WalikoLa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan daerah yang mem impin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

3. Walikota adalah \.Valikota Palangka Raya. 
4. Dinas adalah D inus yang mengurusi Urusan 

Pemerintahan Bidang Perhubungan Korn Palangka Raya; 

5. Bidang atau Seksi yang mclaksanakan penguj ian 

kendaraan bermotor adalah sub bidang di d inas yang 

mc!aksanakan penyelenggaraan pcngujian berkala 

ken<laraan bermotor. 
6. Penguji Kendaraan Rermor.or adalah pctugas ya.,g diberi 

t.ugm,, tanggung jawab, wewemmg clan hal{ sccara pen uh 

oleh pejabat yang bcn'llenang untuk melal-.ukan 

pengujian berlrnla kendaraan bermotor. 

7. Kendarmm adalah suatu sarana ungkuL di jalan yang 

tercliri atas Kcndaraan Bermotor dan Kcndaraan Tidak 

Bcrmotor . 
8. Uji Rerkala atau dapat disebut juga Pcngujian 

Kendaraan Rermotor adalah Pengujian Kendaraan 

f3ermot.or yang dilakukan secarn berkala tcrbadap setiap 

Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta 

Tempelan, yang dioperasikan di jalan. 
9. Kcnrlaraan Bermotor adalah setiap Kendaruan yang 

digeraklrnn oleh peralatan mekan ik herupa mesin sclain 
Kendaraan yang berjalan di atas rel. 

10. Kenclaraan Tidak Bermotor adalah sctiap Ke11da..raan 

yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewr;n; 

11. Kcndaraan Bermot.or Umum adalah setiap Kr.ndaraar1 

yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau ornng 

dengan dipungut. bayara..n. 
12. Kcndaraa.i1 Khusus aclalah Kcndaraan Bermotor yang 

dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang 

bangun tertentu . 
13. Mobil Pcm.11npang adalah Kendaraa..n Bennotor angkutan 

ora.i1g yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (dclapan) 

orang, tcrmasuk untuk Pengemudi atau yang heratnya 

tidak lebih dari 3.500 (tiga ribit lima ratus) k ilogram. 

14. Mobil Bus adalah Kendaraa11 Bermotor angkuta..n orang 

yang memiliki tempal cluduk lebih dari 8 (delapan) orang, 

termasuk untuk Pengemudi a.tau yang herntnyu lebih 
clari 3.500 (tiga rihu lima ratus) kilogrnm . 
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15. Mohil Oarang adalah 

dirnncang scbagian a.tau 

Kendaraa.n Rermotor van° • 0 

seluruhnya untuk mengangkut 

ba.rang. 

16. Kcreta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut 

ba.rang yang dirancang unLuk diLarik dan 
bebannya ditumpu oleh Kendaraan 

penariknya. 

sebagian 

Bermotor 

17. Kereta Gandi-:ngan adalab sarana untuk mengangkut 

barang yang seluruh bcbannya ditumpu oleh sarnna iLu 

sendiri dan dirancang un tuk ditarik oleh Kcndaraa.n 

l:lcrmotor. 
18. Kendaraan Bi-:rmotor Asing adalah kendaraan hermotor 

wajib uji yang berasal llari luar neger i yang 

beroperm,ional di wilayah Kata Palanglrn Raya. 

19. Kendaraan Wajib Uji Berkaln mlalah sctiap kcndaraan, 

kereta gandengan chm kereLa tcmpelan yang menurut 

ketentuan perun<la11g undangan wajib melaksnm1kan uji 

berkala . 

20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya 

disingkat Jl:lB adalah berat rnaksimum Kendaraan 

Bcrmotor berik.ut muatannya yang diperbolehkan 

menurut rnnc:angannya. 
21. Scrtifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) adalah sertifikat 

yai1g diterbitkan oleh Direklur Jenderal, sebagai hukti 

bahwa setiap kendaraan bcrmotor, landasan kenclaraa.11 

bermotor, kereta gandengan, clan/atau kcrcta tempelan 

yang dibuat dan/ a.tau dirakit da.n/ atau diimpor a.tau 

dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/ sesuai 

dengnn tipe kendaraan yang telah disahkan atau 

rancang bangun dan ri-:kayasa kcndaraa.n yang telah 

disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan 

pendaftaran dan pcngujian berkala kendnraan bermotor. 

l:lAB II 
PEL.I\YANAN U,JI GERKALA KJ::NDARI\AN REMOTOR 

Pasal 2 

(1) Dalam rnngka menja.min keselamatan lalu lintas dan 
angkutan j nlan sena mclesta.rikan lingkungan da.ri 
kemungkinan pcnccma.ran udara yang cliakiba.Lkan olch 
pengguna,m kcndaraan bermotor, Pemerintah Dacrah 
memberikan Pelayanan Uj i Rerk:::ila Kendaraan Bermotor. 
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(2) 1-'elayanan Uji Rerk;:iln Kt-:ndaraan Bcrmotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakru1 oleh Bidang atau 

Seksi yang melaksanakai1 pengujian kt-:ndaraan 

bermotor. 

J->asnl 3 

( 1) Pdayanan Uji Bcrkala Kendaraan fkrmotor sebagaimru1a 

dimaksud dalam Pmml 2 ayat (l) meliputi Kendaruan 

Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang 

diimpor, dibuat <lan/atau dirakit di dalam negeri yang 

akan dioperasikan di jalru1 wajib dilakukan pengujian 

berkala. 

(2) Kendaraan Bermotor sebagairnana dimaksud pada ayat 

(l) meliputi: 

a. mobil pcnumpang umum; 

b. mobil bus; dan 

c. mobil barang. 

(3) Kendru·aru1 Bennotor Asing yang digunakan di Daerah 

wajib mengikuli kctcntuan dalam Pera tu ran Walikota ini. 

(4) Kendaraan Rermotor sebagamana dimaksud pada ayaL 

(2) dikcc1.1alikan dari kewnjiban Uji Bcrkala adalah: 

a. kcnda.raan bermotor dinas milik TNI/POLRT; 

b. kendaraan bermotor bani scbagai barang dagangan; 

dnn 

c. kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan dengan 

dibuktikru1 surat keternngan dari bengkel umum 

kendanuin hermotor dai1 bukti lulus Uji Berkala di 

serahkan kembali ke Dinas. 

BJ\B Ill 
Jl::N IS PELAYANAN UJI BERKJ\Li\ KENDARAAN BERMOTOR 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal4 

Jenis Pelayanan Pengu,iian Kendru·aru1 Bermotor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) meliputi: 

a. pendaftaran kcndai·aan bermotor wajib uji bcrkala; 

b. uji berkala pcrtama; cl~n 

c. uji bcrkala perpai1jangan masa bcrlaku. 
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Bagian Kedua 
Pendaftaran Kendaraan Bcrmotor Wajib Uji Berkala 

Pasal 5 

(1) Pendaftaran Kendaraan \\l..ijib Uji BcrkaJa scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dila.l<ukan sesuai 

domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat helas) 

hari sejak t.erbitnya Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor yang pertama kali dan untuk kereta gan<lengan 

dan kereta l empclan sesuai domisili pemilik kendaraan 
paiing lama 14 (cmpat belas) hari sejak ci iterbitkannya 

SRUT. 

(2) Pendaftaran Kendarnan Vvajib Uj i BcrkaJa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) meliputi kegiatnn pengajuan 
permohonan penda.ftarar1, pcncatatan identitas pem ilik 

dan spesifikasi tcknis kendaraa.n waj ib uji, pemberian 

nomor uji kendaraan bermotor dan pt:mbuat.an kartu 

induk uj i bcrkala kendaraan bermotor. 

(3) Nomor uji kendaraan bermoror sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) harus memual kodc provinsi, kode kota, 

kodejenis kendaraan bermotor, kocie tahun pendafta.ran 

uji dan nomor urut penguj ian. 

(4) Nom01· uji kt:ndaraan bcrmotor sebagaimana dimaksud 

d..ilarn ayat (2) berlaku selama kenda.raan yang 

bersangku tan masih tcrmasuk sebagai kendnn:ian wajib 

uji berkaJa. 
(5) Permohunan pendaftaran kendaraan hermotor wajib uji 

berkal a disan1paikai1 secara tertulis pada Bida.ng atau 

Scksi yang melaksanalrnn pengujian kendaraan 

bcrmotor dengan melampirkrrn : 

a. fotokopi SRUT; 

b. fotokopi ictentitas p~milik kenda.raan bcrmotor; 

c. fotokopi surat tanda nomor kenciarnnn bermolor; 

dan 

d . fotokopi terra un 1 u k kenda.raai1 angku tan barang 

cair. 

Pasal 6 
(1) Oidang a.tau Seksi yang melaksanakan penguj ian 

kendaraan bermot.or membuat kartu induk Uji Berkala. 
(2) Ka1·tu induk Uji Berka.la sebap,aimana climaksud pada 

ayat ( 1) paling scdikit memuat data mengenai : 
a. Langgal dan nomor SRUT; 
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b. nomor Kcndaraan; 
c. nomor Uji Berkala; 
cl. nama pemilik; 

e. alamat pemilik; 
f. merek dan t.ipe; 

g. jcnis; 
h . tahun pembuatan atau perakitan; 

1. isi silinder; 

j . daya motor penggerak; 
k. nomor rangka landasan Kendaraan F3ermotor; 

l. nomor motor penggeral< atau mcsin; 
m. konfigurasi sumbu; 
n. dimensi Ktmdaraan; 
o. bahan bakar yang digunakan; 
p. tanggal dan nomor pengcsahan Uji Tipe; 

q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan 
r. nama dan identitas penanggung jawab unit 

pelaksana Uji F3erlrnla yang mcmbuat kartu induk 
Uji Berkala. 

Bagian Ketiga 
Uji Berkala Pcrtama 

Pasal 7 

(1 ) Uji berkala pcrtaina scbagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf b dilakukan paling Jam.a I (satu) tahun terhitung 
sejak terbi tnya Surat Ta.t1da Nomor Ke11daraan Rermotor 

dan SRUT yang pertama kali. 
(2) Uji bcrkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikcnakan rctribusi yarig besamya diatur <lengan 

Peraturan. Dacrah. 
(3) Kendaraan wajib uji bcrkala yai.1g telah dinyatnkan lulus 

pemeriksaan dan pcngujian diberikan bukti lulus uji 

berkala. 
(4) Masa berlaku bukti lulus uji scbagaimai.1a dimaksud 

dala111 ayat (5) selama 6 (enam) bulan. 

Bagiai1 Keempat 
Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlal·rn 

Pasal 8 

(1) Uji berkala perpanj,mgan rnasa bcrlaku scbagaima11a 
dimakstid dalai.n Pasal 4 huruf c dilakukan 6 (cna.m) 

bulan setelah uji pcrtama dai.1 selanjurny;i clilakulmn 
sctiap (J (enaJ.11) bu\an. 
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(2) Uji bcrkala pcrpanjangan masa berh1 ku sehagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan rerrihusi yang 

besarnya diatur dengan Peraturan Daerah. 

(3) Permohonan Uji Rerkala Kenda.raan Bermotor 

disampaikan secara Lenulis kcpada Bidang atau Seksi 

yang mclaksanakai1 pengujian kendaraan bermotor Uji 

Berkala dcngan melampirkan: 

a. Rukti lu lu1, Uji Berkala scbclumnya; 

b. Fotokopi identitfl.s pemilik kendaraan; da.n 

c . Folokopi Surat Tanda Nomor Kendarnan. 

BAB JV 
KEGTATAN PELAYANAN UJI BERKALA KJ::NIJAR/\/\N 

BERMOTOR 
Bagian Kcsatu 

Umum 

Pasal 9 

Pemeriksaan Uji herkala pertania dan uji berkaJa 

perpclnjangan masa berlaku sebagaimnrni dimaksud dalam 

Pasal 7 dan Pasal 8 meliputi kcgiatan : 
a. pemeriksaan pernyaratan tcknis kendaraan bermotor; 

b. pengujian Jail< jaJan kendaraan bermotor; 

c. pemberian bukLi Julus uji berkala kendaraan bermotor; 

d . penc.abutan bukti lulu1> uji bcrkala kendaraan bermotor; 

c. pcrpanjangan masa herlaku bukti lulus uji berkala 

kendarnan bermotor; 

r. pcncrbitan bukti lulus uji berkala kcndaraan bermotor 

pcngganti; 

g. numpang uii; 
h. perubahan Kepemilikan, Spesifikasi Tcknis dan/atau 

Wilayah Opcrasi Kendaraan Wajib Uji; dan 
1. Pemeriksaan Fisik Kendaraan bermotor; 

Bagian Kcctua 
Pcmcriksaan Persyaratan Teknis Kcndaraan J:lermotor 

Pasal 10 
(1) Pemerilrnaan persyaratan teknis sebagairnana dimaksud 

dalain Pasal 9 hurufa mcliputi: 

a. susunan: 

b. perlengkapan; 

c. ukuran; 
d . rumah-rumah (karoseri); 
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e. rancangan tcknis Kendaraan Rermotor sesuai dengan 

perunt.ul«,nnya; dan 
f. berat kendaraan. 

(2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 

pndn nyat ( 1) <lapat dilakukan secara visual dan 

pengecekan secara manual dengan atau tanpa a.lat 

ban tu. 

Bagian KeLiga 
Pengujian Persynrntan Laik Jalan Kcndaraan Bermotor 

Pasal 11 

(1) l'cngiijian persyaratan Iaik jalan kendaraan bcrmotor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling 

sedikit melipuri uji: 

a. emisi gas buang; 

b. Lingkat kcbisingan suara klakson clan knalpOL; 

c. kemampuan rem utama; 

d . kemampuan rem parkir; 

e. kincup ro<la depan; 
f. kemampuan pancar flan arah sina.r lampi1 i Itama; 

g. akurasi a.lat pcnunji1k kecepatan; 

h. kedalaman alur ban; dan 

i. daya tembus cahay,1 pada kaca. 

(2) Do.lam ha! pengujian pcrsyaratru1 laik jnlnn sehagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhu<lap Kereta 
Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi: 

.i. uji kemampuan rem; 

h. kedalaman alur ban; dan 

c. uji sistem lampu. 

Pasal 12 

(1) Uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (1) huruf a Pemilik kendaraan bennotor baik 

Kendaraan Bermotor \.Vajib Uji Berka.la maupun non 

Kendaraan Wajib Uji Rerlrnla dapal mcmpcrolch 

pelayanan uji emisi gas buang. 

(2) Pengujian emisi gas bilang sebagaimana dimaksud pa<la 

ayat ( 1) dilakukan dengan menggunal(arl alat uji. 

(3) Uji emisi gas buang scbagaimana dimaksud pada ayat ( I ) 

dilaksanakan oleh p~nguji yang mr.:mpunyai scrtilikal 

kompelcnsi pcnguji Ke11daraan BP.rmotor. 
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Bagian Kccmpat 
Pemherian Bukli Lulus Uji Bcrl<ala Kendaraan Bermotor 

Pasal 13 

(li Pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huntf c Wajib 1Jji 

[krkala yang telah clinyatakan lulus pemeriksaan dan 

pengujian clibc1ikan bukti lulus U.ii Berka.la Kendaraan 

Bermotor clalam bcntuk kartu pintar (Smartcard) cfan 

setifikat tancla lt1lus uji. 

(2) Kartu pintar (Smart.card) clan sertifikat rnnda lu lus uji 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di sclun1h 

Wilavah Indonesia. 

(3) Ka.nu pintar (Smm1r.ard) chm senifikat tancla lulus uji 

pengadaannya dilaksanakan melalui Penerimmm Negnm 

Bukan Pajak (PNBP) clan didistribusikan sesuai harga 

yang diperoleh. 

Pasal 14 

(1) Pengesahan bukti Julus Uji Bcrkala sebagaimana 

dimaksud dalan1 Pasal 13 ayat ( 1) diberikan oleh Penguji 

Kcndaraan Bermotor yang memiliki kompetensi sesuai 

jenjang yang dilelapkan olch Menteri Perhubungan 

Darut. 

(2) Kompctcnsi pengtiji sebagaimana dimaksud padn ayat (1) 

clibuktikan denga.i1 sertifikat tancia lulus pendidikan dan 

pclatihan. 

Pasal 15 

(1) Dalam hal Kcnda.raa.i1 Wajib Uji Rerkala dinyat.akan tidak 

lulus uji, penguji wajib menerbitlrnn sumt keterangan 

ticlak lulus uji. 

(2) 8urn1 keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disa.mpaikan secara tcrtttlis kepada pemilik 

Ken<laraan Wajib Uji Bcrkala denga.i1 mencantumkan: 

a. Item yang ticlak lulus uji; 

b. Alasan t iclak lulus uji; 

c. Perbaikan yang harus dilakukan; dan 

cl. \.Vaktu da.i1 tempat dilakukan pengujian ulang. 

(3) Pemilik Kenclaraan Wajib Uji Berka.la melakukan 

perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. 
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(4) Dalam hal pem ilik Kendarmm Wajib Uji Ber lrnla tidal< 

menyetujui surat keterangan tidak lulus uji scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan 

kepada pimpinan Bidang atau Seksi yang mclaksanakan 
pengujian kendaraan bermotor Uji [lerkala dengan 
melampirkan permohonan uji banding sebanyak 1 (satu) 

kali. 

Pasal 16 
(1) Kendaraan Wajib Uji Berka.la yang dinyatakan tidak lulus 

uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayaL (1) wajib 
menjalai1kan uji ulang sesuai dengan wak tu dan t.empat 

yang ditetapka.11 dalain surat keterangan t idak lulus uji. 

(2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak 

diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali 
permohonan uji ulai1g di!akukan setelall batas waktu 

yang ditetapkan . 
(3) Uj i ulang sebagaima.na dimaksud pada ayal (1) hanya 

dilakukan hingga bat.as waktu yang diLetapkan, dan 
apabila tetap dinyatakan tidak lulus uji maka UJI 

selai1jut11ya diperlakukan sebagai pemohon baru. 

Bagian Kelima 
Pencabutan 11ukti Lulus Uji Berka.la Kendaraa.11 

Bermotor 

Pasal 17 
(1) pencabutan buk ti lulus 1.1_ji berkala ke11dai·aan ben11otor 

sdiagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, 
dinyalaka.11 ticlak berlaku ata.u dicahut apnbiln : 
a. spesifikasi tekn ik 1-:endarmm Waj ib Uji Berka.la 

diubal1 sehingga tidak sesuai dengan data yang ada 

pada Serli fikm Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji 

Berkala Kenctai·aan yang bersangkutan; 
b. pemilik baru tidak melaporka..n pcngalihan 

kepemilikan Kendarnan Wajib Uji Berka.la. sehingga 
naina pemilik tidak sesuai denga.n yang tercai1tum 
dala.m bukti lulus Uji Rerkala; 

c. bukti l ulus uji berkala sudah habis masa 
bcrlakunya dan tidak mel::iksnnnknn pengujian 

kembali ; 
cl. melakukan perubahan atau penggantian sebagian 

atau seluruhnya atas bukti lulus uji berkala 
sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; dnn/atau 
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e. kendaraan Wajib Uji I3erkala mcnjadi tidal< 

memenuhi persyaratan tcknis dan lai k jalan, haik 

discbabkan karenn dilakuka.n pcrubahan teknis, 

kecelalrnan maupun hal-hal lain yang secara 
obyektif menyebabkan k~noaraan tidal< sesua.i 

dengan persyaratan tenis cian laik jala.n yang 

ditentukan dala.m Peraturnn Perundang-Undangan. 

(2) Pemilik kendaraan yang bukti lulus uji bcrkalanya 

dicabut sebagaimana dimal<sud pada ayat ( 1) dapat 

diberi bukli lulus uji berkala yang baru sctclah yang 

bersangkutan melc1kukan Uji Berkala kembali dan 

dinyatakan lulus Uji Berkala. 

Bagian Keenam 
Perpanj,mgan Masa Bcrlaku Bukti Lului, Uji Berka.la 

Kenda.raan Rermotor 

Pasal 18 
Perpanjangan masa berlal,u bukti lulus Uji Berkala 

sehaga.imana dimaksud dalam Pasal 9 hunif e diberikan 

setelah memenuhi persyaratan: 
a. memiliki bukti lulus uji bcrkala sebelumnya; 

l>. mcmiliki ide11titas pemilik Kendaraan; 

c . lulus uji bcrkala; dan 
cl . merniliki bukti pembayaran retril>usi pengujian 

kendaraan bermotor. 

13agian Ket1.1juh 
Pencrbitan Bukti Lulus Uji I3erkala Kcndaraan Bermotor 

Pengganti 

Pasal !9 
(1) Penerbitan l>ukti lulus uji berkala Kendaraan Rermotor 

pcngganti sebagaimana dim<lksud dalam Pasal 9 httruf f 

dalam ha! bukti lull.ls Uji Berka.la hilang atau rusak ya11g 
riclak dapaL dibaca, pemilik dapat mengajukan 

permohonan penerbitan bllkti l1.1!1.1s Uji Berka.la 

pengganti ke Bidang a.tau Seksi yang melaksanakan 

pengujian kcndaraan bcrmotor. 
(2) I3ukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) diberikan setelah memenuhi 

persyaratan: 
a . memiliki bukti lunas pembayaran retribusi pengujian 

kcndaraan bcrmotor, apabila buku uji hilai1g a.tau 

n1sak; 
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b. mcmiliki bukti lulus Uji !3erkala scbclumnya, apabila 

buku uji hilang a.tau rusak; 
c. membawa surat keternngan kchilangan da:ii 

kepolisian setcmpat, apabila bukti lulus Uji Bcrkala 

hilang; 
d. mclampirkan fotokopi idenl.it.as pcmilik Kendaraan; 

dan 
e. melampirkan 

Ke11daraan . 

fotokopi Surat 

Bagjan h.edelapan 
Numpang Uji 

Pasal 20 

Nomor 

(1) Dalam keaclaan tcrtcntu pemilik a tau pcmegang 

kcndaraa.i1 dapat melakukan Uji Berka.la Kenclaraan 

Bermotor cl i dacrah lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf g dengan terlebih dahulu meminta surat 
perselujuan a.tau rekomendal:ii dari kcpala Bidang atau 
seksi yang melaksanakan pengujian kcndaraan bermotor 

uji berkala di daerah asal. 
(2) Keadaan t.ertcntu sebagaimanu climaksud pada ayat {I) 

adalf1h: 
a. masa berlaku Uji Berka.la telah jatuh tempo 

sedangkan Kendaraan Bcrmotor sedang berada di 

li1ar Daerall; dan 
b. kendaraan terkena sanksi pelanggara11 karena tidal< 

tcrpcnuhi persyara.ran teknis dan laik jalan serta 

terkena kcwajiba.i1 uji. 
(3) Bidang a.tau Seksi yang melaksanalrnn pengujian 

kendaraan bermotor Uji Berkala memherikan pelayanan 
tcrhadap permohonan Uji Bcrkala yang dinjukan oleh 
pcmilik a.tau pemegang Kcndaraan \Vajih Uji Berka.la 

ya.i1g berasal dari luar Daeral1. 

(4) Pemilik atau pcmega:ng Kendaraan wajib mcla.i11pirka.11 
surat persetujuan Uj i Bcrkala di Juar w ilayah dari Bidang 

atau Scksi yang melaksanakan pengujian kendaraan 

her motor Uji Berkala daerall asal Kendaraan Lersebut 

herdomisili. 
(5) f'en11ohonan Uji Berkala Kendaraan ya.i1g berdomisili di 

lua:r Daerah sebaguimana dimaksud pada ayat (3) 

ditolak, apahila ditemukan hal-hal sebagai berikut: 
a. kartu uji rusilk, rlipalsukan, datanya tidak dapat 

t.erbaca; dan 
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b. Lidak ada surat perset.ujuan Uji Berka.la diluar 

wilayah dari Bidang atau Seksi yang mdaksanakan 
pengujian kencfarrnm bermotor Uji Berkala. daerah 

asal Kcndaraan tersebut berdomisili. 

Bagian Kesembilan 
rcrubahan Kepemilikan, Spesifikasi Teknis dan/atau 

Wilayah Operasi Kendarnnn Wajib Uji 

Pnsal 21 
Dnlam hal tcrdapat perubil hiln kepernilikan, spesifikasi 
teknis dan/atau ·wilayah opernsi Kendaraan wajib uji 

sebagaimai1a dimaksud dalam PasaJ 9 huruf h pemilik arau 

pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan 

perubahan bukti !uh.is Uji Berka.la. 

Pasal 22 
Kendaraan yang mcngalami perubahan kepcmilikan 

dan/atau wilayah operasi kendaraan dari luar Daerah, hukti 
Julus Uji Berka.la pengganti diberikan setelah memenuhi 

persyaratan: 
a. mcmiliki bukti pemhnyaran retribusi pengantian tancin 

uji yang disebabkan perubahan kcpcmilikan dan/atau 

wi layah operasi kcndaraar1; 

b. memiliki bukti lulus uji berkala sebclumnya; 
c. menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (!:>'TNK) yang 

ternkhir atau fiskal antar Daerah; 
ct. memiliki rekomendasi/surat pengantnr mutm;i dan kartu 

induk kendaraan dari daerah asal; dan 

e. lulus uji bcrkala. 

Pasal 23 

(J.) Kendaraan bermotor wa,jib uji berkala yang mengalan1i 
perubahan spesifikasl tcknis sehingga tidal< sesuai 
dengan spesifikasi awal ke11daraan wajib dilakukan uji 

ulang. 
(2) Bukti lulus t.:.ii Berka.la pengganti untuk kcndaraai1 

yang mengalami perubahan teknis sebagaimana 
dimaksu<l pada ayaL (1) dibcrikan setelah memenuhi 

persyaratnn: 
il . memiliki bukli lulus Uji Berka.la yang lruna; 
b. melampirkan fotokopi idcntitas pemilik Kendaraan; 

c. memiliki sertifikm registrusi uji tipe; 
d. lulus Uji Rerkala; dan 
e. memilik bukti pembayaran retrihusi. 
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Bagian Kesepuluh 
Pemeriksaan Fisik Kendaraan bermotor 

PasFil 24 
(1) Pemeriksaan fisik kendarnan bcrmotor sebagaimana 

dim::iksud dalam Pasal 9 huruf i berlakll bagi Kendaraan 
[krmowr yang akan dilakuka.n penghapusan (scraping) 

dan/atau Kcndaraan Bermotor Umum yang akan 

diremajakan. 
(2) Pemeriksmm fisik kendaraan bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( l) dilakukan terhadap kondisi fisik 
Kendaraa.n Bermotor oleh pctugas penguji dan 
dikenaltan retribusi yang bcsarannya diatur dalam 

Peraturan Daerah. 

BABV 

BIDANG ATAU S8KSI YANO MEL/\KSANAKA.N PENGUJ lAN 
KF:NDARAAN BJ:;J:?.MOTOR 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 25 

Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan 

bennotor Uji Berkala wajib: 
a. melaksanakan pcngujian sesuai dengan akrcditasi dan 

sertifikasi; 
b . mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan; 
c. membuat rencnna dan pclaporan secara berkala seliap 

kegiatan pengujian kepada Walikota; 

ct. menggunakan peralatan pengujian; dan 

e. mengikuti tata cara penguj ian. 

13agian Kcdua 
Peralatan Uji 

( J) Ridang atau Seksi 
kendaraan bermotor 

peralatan uj i. 

Pasal 26 

Y·an<> >.:, 

Uji 

melaksanakan 
Berkala hants 

pengujian 

memiliki 

(2) PeralaLan uji scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 

sedikit melipu t i: 
a. /\lat uji emisi gas buang; 

b. Alat 1.1ji kcbisingan; 
c. Alat uji rem; 
d. Alat uji lan1pu; 
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e. Alar uji k incup roda depan; 

f. Alat uji penunjuk kcccpatan; 
g. Alat pengukur ke<lalaman alur ban; 

h. Alat pcngukur berar; 
1. Alat pengukur dimensi; 
j . /\lat uji daya tembus cal1aya pada kaca; 

k. Kompresor udarn; 

l. Generator set; dan 
m. Peralat.:1n bantu . 

Pasal 27 
Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralawn uji 
harus dilrnlit.Jrasi sccara berkala paling scdikit 1 (satu) tahun 

sekali. 

Bagian Ketiga 
Sistcm lnformasi Manajemcn Uji Berkala 1-:endaraan 

Bermotor 

Pasal 28 

(l) Dalam pelaksanaan pelaynnan pcnguj ian, Bidang atau 
Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor 
waj ib menggunakan Sistem Jnformasi Mana,iemen Uji 
Berkala Kendaraan Rl'\rmotor. 

(2j Sistem lnformasi Manajemen Uji Berkala Kendarnan 

Bermotor sebagaimana dimaksud pada nyat (1) 

dilaksanakan scsuai ketentuan Peraturan Penmdang­

Undangan. 
(3) Dalam ha! tc1j adi kerusakan Sistcm l!,fonnasi 

Manajemen Uji Bcrkala Kendaraan Dermocor pclayanru, 

uji dapat dilFikukan secara manual. 
(4) Pelayanan Uji ken<laraan sccara manual sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat surat 
perintah dari Kep,;la Dinas. 

(5) Pelayanan uji yang dilakukan scca.ra manual tanpa surat 
pcrintal, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) basil 

ujinya dinyatakan tidak sail. 

Dagian Keempat 
Penguji Kendaraan Bcrmotor 

Pasal 29 
(1) Uji Kenda.raan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguj i 

yang memiliki ::,ert.i fikat kompetensi dan tanda 
kuul ifikasi teknis penguj i Kcndaraan Bcrmotor. 
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(2) Sertifikat kompetensi dan Ianda kualifikasi t ek11is 

penguji Kendaraan Bcrmotor sehagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dibcrikan oleh pejabat yang mcnurut 

ketcntuan Peraturan Pcrundang-Undangan berhak 

memberikan sertifikat kompetensi clan rnnda kualifikasi 

teknis penguji Kendaraan RermoLor. 

Pasal30 
Pcnguji yang menjalankan tugas pengujian harus 
mengenakan Landa kualifikasi teknis. 

BAB VI 
SANKS! 1\DM!NlSTR>\TlF 

Pasal 3 1 

(1) Setinp Kendaraan Wajib Uji Berkala yang rnc1sa 

berlakunya berakhir dan tidak rnelal<ukan Uji Berka.la 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) , akan 

dikenakan sc1nksi adminitratif. 

(2) Pcngenaan snnksi a<lministratif sebc1gaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikecualikai1 bagi pemilik atau pcmegang 

kendaraan yang telah rnelaporkan secara tertulis kepada 

Kepala Dinas. 

(3) Pelaponm sebagaima.11a dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sebelum masa uji Kendnrmm Wajib Uji 

Berkala ha.bis masa bcrlakunya. 

(4) Sanksi administ ra tif sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) berupa denda administratif sebcsar 2°/o (dua persen) 

dari biayn uji/bulan dan/atau yang telah diatur dalam 

Peraturan ReLribusi Daerah. 

(5) Denda admh1istrat if sebagairmma dimaks1.1d pada ayat 

(4) merupa.i<an pcncrimaan pendapatan asli cfaerah. 

BAB VII 
PF.NYID!KAN 

Pasa.132 

(1) Pcj abat Pcgawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas 

diberi wcwenang khusus sebagai peny idik 1.1ntuk 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor. 
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana <limaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. rndakukan pemeriksaan atas pelanggarnn 

persyaratan Leknis dan laik Jalan Kcndaraan 

Bermotor yang pcmbuktiannya memerlukan keahlian 

dan peralatan khUSl\S; 

b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan 

dan/ a tau d imensi Kendaraan Bermotor; 

c:. melarang atau menunda pcngoperasian Ken<laraan 

Bermotor yang tidak memcnuhi persyarat.an teknis 

dan Jaik Jalan; 

d. meminLa kcterangan dari Pcngemudi, pemilik 

Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan 

Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan Jaik 

Jalan, dan Pengujian Kendaraan 13ermotor; dan/arau 

e. melakukan penyiLaan bukti lulus Uji Berkala atas 

pelanggaran i;ebagaimana dimnksud pada huruf a, 

huruf b, dan huruf c dengan mcmbuat dan 

menandatangani berita ac<1rfl pemeriksaan. 

(3) Pelaksanaan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil dilakukan di Terminal Angkutan Umum dan/atilu 

tempat alat penimba.ngan yang dipas;1ng sccara tetap. 

(4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang 

pe11gujian Kendm-a.an Bcrmotor terjadi di jalan, Pcjabat 

Pegawai Negeri Sipil wajib bcrkoordinasi serta harus 

didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

BAB VIII 
KETENTUAN l'ENUTUP 

Pasal 33 

Pada saat Perat t\ran Walikora ini mulai berlaku, SuraL 

Kcputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi clan 

Informatika Kota Palangka Raya Komor 

1102/Dishubkominfo.I/2012 tentang Petunjuk Teknis 

Standar Opcrasional Proscdtir Pela.ya.nan Pengujian Berkala 

Ke11daraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 34 

l'eraturan \Valikota ini mulai bcrlaku sejak tanggal 

d iumhmgkan. 

Agar setiap ornng mengctahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini ci~ngnn 

pcncmpatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal - J;;._:.. _ ,· 

DiLeLapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 7 ,,c:i 

WALIKC>Tr-.::::,r RAYA, 

FAIRID NAPARIN 

SEKRETARIS DABAAH KOTA PALANGK.A. RAYA, 

~ ../' 

'll'tRA NUG~HAYU 

SERITA DAER.A.II KOTA PAL/\NGKA RAYA TAl!UN 2021 NOMOR '' 
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